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ABSTRAK

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) SEBAGAI
INSTRUMEN PENGUKURAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Lampung)

Oleh:

Susanti Adettia Putri

Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) yang tidak optimal, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya
keterbukaan informasi di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat; masih tingginya
tingkat korupsi di Indonesia yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Hal ini
mengharuskan pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan upaya lebih dalam
menangani masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan
mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks
pengelolaan keuangan daerah. Di Provinsi Lampung sendiri masih belum
terpublikasinya perencanaan dan penganggaran keuangan daerahnya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis IPKD sebagai instrumen akuntabilitas keuangan daerah
dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada akuntabilitas keuangan
daerah Provinsi Lampung. Obyek penelitian ini dilakukan pada 3 perangkat daerah
Provinsi Lampung yakni BAPPEDA, BPKAD dan BALITBANGDA. Peneliti
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui;
observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah
Provinsi Lampung telah berkomitmen yang cukup baik dalam menerapkan prinsip -
prinsip akuntabilitas keuangan daerah dengan melaksanakan amanat Permendagri
Nomor 19 Tahun 2020. Terdapat beberapa keterbukaan salah satunya dengan pemberian
informasi keuangan daerah yang dilakukan melalui layanan SIPPKAD. Hambatan
dalam pelaksanaannya seperti; masih belum adanya keseuaian rencana anggaran; saat
proses penginputan data melalui aplikasi IPKD masih sering mengalami masalah teknis.

Kata Kunci: IPKD, Akuntabilitas, Keuangan Daerah



Abstract

Regional Financial Management Index (IPKD) As An
Instrument For Measuring Regional Financial Accountability
(Study of Lampung Provincial Government)

By:

Susanti Adettia Putri

The implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU
KIP) has not been optimal, such as the lack of awareness of the importance of
information openness among government officials and the public; the high level of
corruption in Indonesia that can obstruct the openness of information. This requires the
government as policy makers to make more effort to address the above problems, one of
the efforts is to issue Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2020 on the
measurement of the regional financial management index. In the province of Lampung
itself, the financial management and budgeting of the regional government has not been
published. This study aims to analyze IPKD as an instrument of regional financial
accountability and to identify barriers to the implementation of IPKD in the financial
accountability of the Lampung Province government. The object of this research is
carried out on 3 regional governments in Lampung Province, namely BAPPEDA,
BPKAD and BALITBANGDA. The researcher uses qualitative research methods with
data collection techniques through; observation, documentation, and interviews. The
results of the study indicate that the Lampung Province government has committed
enough to the implementation of the principles of regional financial accountability by
implementing the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of
2020. There are several forms of openness, one of which is the provision of regional
financial information through the SIPPKAD service. Barriers to implementation
include; the lack of consistency in budget plans; technical problems still frequently
occur during the data input process through the IPKD application.

Keywords: IPKD, Accountability, Regional Finance.
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di Indonesia, keterbukaan informasi merupakan salah satu isu penting dalam
pembangunan demokrasi dan good governance. Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap
informasi yang dikelola oleh pemerintah (Aritonang, 2011). Namun,
implementasi dari peraturan ini masih belum berjalan secara optimal seperti,
kurangnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan
aparat pemerintah dan masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan tentang
keterbukaan informasi publik dan kurangnya dukungan sumber daya untuk
menjalankan peraturan tersebut, adanya masalah privasi dan keamanan
informasi yang harus diperhatikan dalam proses pengungkapan informasi
publik, masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang dapat menghambat
keterbukaan informasi serta kurangnya sistem yang efektif dalam menangani

pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan keterbukaan informasi.

Keterbukaan muncul karena adanya kebutuhan akan pengungkapan informasi
yang cukup dan akurat, serta adanya kepercayaan publik yang diperlukan dalam
berbagai bidang. Keterbukaan merupakan konsep yang berhubungan dengan
transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan serta
tindakan. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti
pemerintahan, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Keterbukaan
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi
potensi korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan (Khusna & Susilowati, 2015).

Keterbukaan adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberlangsungan
sistem yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dari pemerintah dan
lembaga-lembaga publik lainnya. Keterbukaan ini merupakan salah satu prinsip

dasar dari good governance dan merupakan dasar dari hak warga negara untuk



memperoleh informasi. Keterbukaan juga merupakan dasar dari pengambilan
keputusan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan (Zubaidah, 2021).

Kehidupan bernegara yang semakin terbuka ini, mewajibkan Pemerintah selaku
perumus dan pelaksana kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh
hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu
diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif
kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna
mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu

menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Dwipratama et al., 2011).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri
mengungkapkan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dibutuhkan
instrumen dan upaya yang optimal. Salah salah satunya dengan melakukan
pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pengukuran IPKD diperlukan untuk memeroleh peta
pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kualitas kinerja
pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel (Laman

litbang kemendagri).

Pelaksanaan pengukuran IPKD di dukung sejumlah regulasi, diantaranya
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak hanya itu, pengukuran IPKD
juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada

Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib



dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu nadi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Sejumlah permasalahan terkait tata kelola keuangan
daerah di pemerintahan masih kerap terjadi, salah satunya masih ada ketidak
konsistennya sub kegiatan program RPJMD selain itu masih adanya ketidak
sesuaian antara perencanaan dan Penganggaran Pemerintah daerah, kemudian
dalam penyusunan anggaran diasumsikan bahwa tidak semua orang
diperkenankan untuk mengetahui penyusunan anggaran tersebut, untuk
meminimalisir adamya ketidakterbukaan itu maka perlu diadakannya
pengukuran keuangan daerah, yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan
transparasi, publikasi serta keterbukaan tentang keuangan daerah dari sisi
perencanaan, penganggaran dan dari sisi realisasinya, dalam meningkatkan

system good governance di Pemerintah Indonesia.

Pengukuran IPKD untuk pertama kali dilakukan terhadap dokumen
perencanaan  pembangunan  daerah, penganggaran, pelaksanaan,
penyeraanggaran, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD. Pengukuran IPKD
dilakukan berdasarkan tiga kategori kemampuan keuangan daerah, yakni
kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengukuran
IPKD tersebut akan ditetapkan satu provinsi, satu kabupaten dan satu kota
terbaik berdasarkan masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah
tersebut. Masing-masing daerah terbaik secara nasional akan diberikan
penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri dan menjadi dasar pemberian insentif
sesuai peraturan perundang-undangan. Pengukuran IPKD juga akan
menghasilkan satu daerah provinsi berpredikat “sangat perlu perbaikan” pada
masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan
rendah. Predikat serupa juga akan diberikan kepada satu kabupaten dan satu

kota untuk kategori yang sama. Selain itu, juga ditetapkan daerah provinsi dan



kabupaten/kota yang berpredikat sangat perlu perbaikan secara nasional pada
tiga kategori kemampuan keuangan daerah tersebut, akan diberikan pembinaan

khusus oleh Kemendagri.

Gambar 1 Clusterisasi Kemampuan Keuangan Daerah

Sedang «——— \

—— Tinggi

Rendah

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Pasal Permendagri No.19 Th 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran IPKD
meliputi enam dimensi dalam pengukuran IPKD. Di antaranya kesesuaian
dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja
dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu,
dimensi pengukuran juga terdiri atas penyerapan anggaran, kondisi keuangan
daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Di sisi lain, secara
teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian
masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Untuk daerah yang
mendapatkan peringkat terbaik, memperoleh nilai A sedangkan, pada daerah
dengan peringkat perlu perbaikan memperoleh nilai B dan pada peringkat
sangat perlu perbaikan, mendapatkan nilai C. Pengelompokan hasil IPKD
dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan

rendah.
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Gubernur melalui  BALITBANGDA Provinsi Lampung melakukan
Pengukuran IPKD terhadap Kabupaten/Kota. Daerah Provinsi Lampung yang
berpredikat terbaik untuk masing-masing katagori kemampuan keuangan
daerah, sedang & rendah dilakukan secara nasional yang ditetapkan setiap
tahun dengan Keputusan MENDAGRI. Daerah Kab/Kota yang berpredikat
terbaik untuk masing-masing katagori kemampuan keuangan daerah tertinggi,
sedang & rendah dilakukan terhadap regional masing-masing Provinsi
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan GUBERNUR. Hasil Pengukuran
IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam
Pemberian Insentif sesuai ketentuan Perundang-undangan yang diberikan oleh

kementerian dalam negeri secara Nasional.

Berdasarkan surat keputusan Kemendagri dan hasil pengukuran IPKD tahun
2018-2020 Provinsi Lampung masuk kedalam Klaster APBD sedang dengan
kategori predikat B (perlu perbaikan). Hal ini dikarenakan masih belum
terpublikasinya perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Provinsi
Lampung. Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu pemerintah daerah
Provinsi Lampung sudah menerapkan sistem informasi perencanaan
pengelolaan keuangan daerah (SIPPKD), namun setelah diterapkan masih saja
belum berjalan secara efektif di dalam penyusunan laporan keuangan seperti
adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, hal ini
merupakan kendala pada pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka
penyusunan laporan keuangan daerah dengan baik. Dalam hal ini maka, perlu
adanya perbaikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah serta perlu adanya sinergi antar stakeholder terkait dalam
perencanaan dan penganggaran keuangan daerah serta adanya peningkatan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung.

Pengukuran IPKD ini bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah

daerah provinsi mapun kabupaten/kota dalam meningkatkan Kkinerja
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pengelolaan keuangan daerah dari hasil pengukuran tersebut dan sesuai dengan
kategori masing-masing klester APBD daerah dengan pencapaian terbaik
secara nasional berdasarkan pengukuran IPKD akan diberikan penghargaan.
Dengan adanya pengukuran IPKD akan mendorong peningkatan peran aparat
pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melihat
perencanaan dan keterbukaan di Provinsi Lampung dengan melakukan
penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul: “Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD) sebagai Instrumen Pengukuran Akuntabilitas

Keuangan Daerah (studi Pemerintah Provinsi Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah
Provinsi Lampung?

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada Akuntabilitas Keuangan

Daerah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD) sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah pada
Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada Akuntabilitas

Keuangan Daerah Provinsi Lampung.



12

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik

secara Teoritis maupun Praktis:

1. Secara teoritis

1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan
merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan
menghubungkannya dengan praktek di lapangan dan untuk
memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang
administrasi Negara

2. Secara Praktis

1) Memberi pengetahuan mengenai Instrumen Pengukuran Akuntabilitas
Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD) pada Pemerintah Provinsi Lampung.

2) Agar penelitian yang dilakukan mengenai Instrumen Pengukuran
Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat

serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi
di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders),
terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan
suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran
sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau
kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik
tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat
dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu
kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input,
proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda
pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat
dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-
kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.
(Wahyudi, 2016).

Kebijakan publik bisa dikatakan sebagai keputusan atau suatu tindakan yang
diambil oleh pemerintah guna merespon suatu permasalahan dan bertujuan
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal tersebut, ketika
pemerintah  mengambil keputusan untuk tidak menangani isu dan
permasalahan yang ada, maka tindakan tersebut termasuk dalam sebuah
keputusan. Kebijakan publik di sisi lain adalah produk yang memperjuangkan
kepentingan publik yang filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan publik

sejak awal hingga akhir. Publik sebagai aktor utama kebijakan adalah sub
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stakeholder yang secara persis mengetahui apa dan bagaimana kebutuhan dan
kepentingannya. Hal tersebut mensyaratkan pergeseran peran pemerintah
bukan lagi sebagai provider akan tetapi sebagai fasilitator dan regulator suatu
kebijakan. Peran pemerintah tersebut akan berjalan efektif apabila output
kebijakan publik mampu beradaptasi dan berinovasi terhadap berbagai
perubahan guna mendorong sinergitas antara berbagai kepentingan (Sururi,
2017).

Wahab (Ramdhani & Ramdhani, 2017) menyatakan bahwa: a) Kebijakan
publik sebagai tindakan sadar yang ditujukan untuk meraih suatu tujuan, bukan
tindakan yang acak dan tanpa disengaja; b) Kebijakan publik pada dasarnya
terdiri dari beberapa tindakan yang sali berkaitan dengan pola yang jelas
mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas dan dilakukan oleh pemerintah,
bukan dari keputusan independen; c) kebijakan publik berkaitan mengenai
aktivitas/ tindakan yang dilakukan dengan terukur dan sadar oleh pemerintah
pada bidang tertentu; d) kebijakan publik mungkin dapat bernilai positif dalam
arti sesuai pedoman tindakan pemerintah yang seharusnya dilaksanakan untuk
menghadapi masalah tertentu, atau bersifat negatif yang berarti keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya menurut
Muhiddin (Mariana, 2017) kebijakan publik perlu dikaitkan dengan
kepentingan masyarakat, kebijakan publik melibatkan proses memilih dan
mengkategorikan pilihan terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam

masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada peneliti menarik kesimpulan bahwa
kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan yang ditentukan
oleh pemangku kepentingan secara terarah yang ada pada bidang-bidangnya
dengan tujuan yang jelas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan IPKD sendiri bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola
keuangan daerah, yang dimana IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui

Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur
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2.2 Tinjauan Tentang Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat,
pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga
menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa semua bentuk
penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam
APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam
rangka pelaksanaan tugas—tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau

tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah
dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun
anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah yang bertujuan
untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran
daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam
APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka
APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Nasution, 2018).

Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnnya dengan waktu pelaksanaan
Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat
dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan
pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input
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yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi

jumlah anggaran yang telah ditetapkan (Nasution, 2018).

Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh
melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan
pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan
tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak
tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran
belanja tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang
banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah
yang baik dapat meningkatkan Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah
demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat

kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun.

Menurut Halim (Nasution, 2018) pengelolaan keuangan daerah yang baik
dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi. Bratakusumah
dan Solihin juga menyebutkan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara
efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Hal
tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang
efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan pemerintah
daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan
daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.
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2.3 Tinjaun Tentang Konsep Akuntabilitas
2.3.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan
dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi
birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik, dan
karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah
kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas publik (Muhammad, 2017).

Birokrasi yang akuntabel sudah menjadi sebuah jargon yang terus
diperbincangkan oleh banyak kalangan dan bahkan menjadi harapan publik
akan keberadaan institusi pemerintah dalam pengelolaannya termasuk dalam
ranah pengambilan kebijakan publik. Rakhmat (Muhammad, 2017)
menandaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban dari
pejabat publik yang dipercaya untuk mengelola sumberdaya publik yang
terkait dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya.

Menurut Gahrtey (1987), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban
terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa,siapa kepada
siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan
jawaban tersebut antara lain, apa yang harus diserahkan, kepada siapa
pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggungjawab
terhadap  berbagaibagian  kegiatan  dalam  masyarakat, = apakah
pertanggungjawaban berjalan  kegiatan dalam masyarakat, apakah
pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan

lain sebagainya (Mutmaina, 2019).

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan definisi
sebagai berikut, bahwa “akuntabilitas merupakan kewajibankewajiban dari
individu—individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola
sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat
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menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial,
dan program® (Mutmaina, 2019).

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan suatu proses yang memastikan
bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
daerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan pengelolaan
keuangan yang baik dan efektif. Pentingnya akuntabilitas keuangan daerah
terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang
tersedia untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan
adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat memastikan bahwa dana
yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Tarigan & Nurtanzila, 2013).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas pada
organisasi, khususnya pada organisasi pemerintah yang mendapatkan
mandate dari masyarakat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang
diwakilinya. Wakil rakyat juga harus mampu memahami anggaran. Untuk
mewujudkan hal ini harus dilakukan berbagai upaya agar masyarakat dalam
mengakses transparasi anggaran. Akuntabilitas tidak hanya dilaksanakan
kepada organisasi atas saja namun harus disampaikan juga kepada

masyarakat.

Indikator Akuntabilitas Menurut Ahli

David Hulmer dan Mark Turner 1987 (Raba, 2006) mengemukanan bahwa
akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa

instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan (legitimacy of decisions maker)
menyatakan Legitimasi merupakan konsep yang menimbulkan hubungan
antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti
luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap
sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan
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masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan
normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Legitimasi
juga merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau
peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat,
maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.
legitimasi dalam hal ini dapat berupa aturan atau tegulasi yang dapat

menjadi acuan atau panduan penyelenggaraan organisasi pemerintahan.

Keberadaan kualitas moral yang memadai (moral conduct)

Kualitas moral erat kaitannya dengan pelayanan yang ramah kepada
masyarakat dengan mengacu pada sikap, senyum aparat dalam melayani
kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif. Kualitas moral juga harus
menekankan pada penerapan nilai-nilai kebaikan dalam penyelenggaraan
pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan. Moralitas pegawai dapat
dikembangkan dengan mengadakan pelatihan dan melakukan pemilihan

pegawai yang profesional.

Kepekaan (responsiveness)

Kepekaan merupakan sikap para aparatur pemerintahan, terhadap aspirasi
masyarakat agar terciptanya kondisi masyarakata yang berpartisipasi
dalam kegiatan. Kepekaan dalam pelayanan publik berhubungan erat
dengan kepekaan para aparat dalam menerima saran dan kritik maupun
aspirasi dari masyarakat ketika meminta pelayanan. Kepekaan atau
responsivitas sangatlah penting dalam penerapan akuntabilitas
penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Karena aspek kepekaan
pemerintah memiliki kaitan dengan hubungan atau relasi antara
pemerintah dan masyarakat. aspek kepekaan akan dapat menjamin
kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang dipimpin.
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Keterbukaan (openess)

Hulmer dan Turner menyatakan, Keterbukaan erat kaitannya dengan
loyalitas kerja berupa kejujuran aparat dalam melakukan pelayan kepada
masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses
pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan dapat
diwujudkan dengan adanya pelayanan informasi publik dan adanya
laporan tahunan kegiatan organisasi pemerintahan. Keterbukaan aparatur
atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, menginggat dalam
konteks akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat mengakses
informasi menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya
aspek keterbukaan maka dapat menjamin bahwa aparatur pemerintah
telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila
pemerintah tidak ternuka atau transparan maka, dapat dikatakan bahwa
ada yang telah disembunyikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan aspek keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan
pelayanan informasi publik dan semacam dokumen laporan
pertanggungjawaban tahunan yang dapat diakses oleh segala pihak
termsuk masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya secara optimal (optimal resource utilization)

Indikator selanjutnya dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi
pemerintahan yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya secara
optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan
penerapan akuntabilitas pada suatau organiasi. Hulme dan Turner
menyakan bahwa pemnfataan sumber daya yaitu mendayagunakan
seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang

tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.
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6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (improving efficiency and
effectiveness)
Hulmer dan Turner menyatakan, Acuan pelayanan yang dipergunakan
aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang
dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. Aspek
efisiensi dan efektivitas dapat dilaksanakan dengan merancang kegiatan
atau program yang obyektif dan sesuai dengan panduan. Berdasarkan
penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa aspek efisiensi dan
efektivitas berusaha untuk mencapai hasil yang objetif dalam tiap kinerja
pemerintah. Karena kinerja pemerintah harus didasarkan pada standar
yang jelas dan sesuai dengan panduan yang berlaku. Sehingga dapat

berjalan dengan optimal.

Indikator minimum akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau

3. kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

4. Adanya output dan outcome yang terukur
Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

Adanya Standart Operating Procedure

Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
Mekanisme pertanggungjawaban

Laporan tahunan

Laporan pertanggungjawaban

Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara

Sistem pengawasan

© o0 N o g bk~ w DR

Mekanisme reward and punishment
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Menurut Lalolo (Gunawan, 2016) akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat

2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan
keuangan oleh pemerintah

2. Timbulnya kesadaran ~masyarakat tentang hak untuk menilai
penyelenggaraan pemerintah

3. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di dalam lingkup

pemerintah.

2.3.3 Tujuan Akuntabilitas
Menurut David Hulmer dan Mark Turner 1987 (Raba, 2006), Akuntabilitas
merupakan konsep yang kompleks memiliki tujuan yaitu, sebagai konsepyang
bersifat kompleks, akuntabilitas berusaha mewujudkan objektivitas dalam
reformasi sektor publik dan berusaha untuk mengurangi banyaknya praktik
korupsi yang terjadi di dalamnya. Konsep akuntabilitas dapat memandu dan
memberi tekanan pada aktor-aktor yang terlibat dalam organisasi publik untuk
lebih bertanggungjawab dan mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang

baik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa setidaknya ada
tiga tujuan utama dari penerapan akuntabilitas dalam organisasi publik.
Tujuan-tujuan tersebut meliputi:
1. Strategi untuk mencegah praktik korupsi
2. Menekankan pertanggungjawaban dari tindakan para aktor yang
terlibat dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh organisasi pemerintah.
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3. Mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang baik kepada
masyarakat.

Maka dari itu, terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-
lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban yang
horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawabkan kepada

masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan teori menurut David Hulmer dan Mark Turner yang
berpandang bahwa Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam
lingkungan dan suasana yang transaparan dan demokratis serta adanya
kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas juga merupakan
kewajiban dari tiap individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola
sumber daya publik. Maka dari itu pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama

dalam mewujudkan Good Governance.

Alasan peneliti menggunakan teori David Hulmer dan Mark Turner karena
Indikator yang telah ditetapkan akan mempermudah dalam mengetahui
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan
IPKD. Adanya pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi
kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan.
Akuntabilitas tidak hanya dilakukan sebatas pertanggungjawaban hasil secara
tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya juga dilakukan
secara nyata. Akuntabilitas juga merupakan wujud dari tanggungjawab penerima
amanah kepada pemberi amanah. Dalam pelaksanaan IPKD ini apakah
pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah melakukan akuntabilitas keuangan
daerah secara optimal dan sudah melaksanakan transparasi kepada masyarakat
yang juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan dengan
penelitian terkait pelaksanaan IPKD di Pemerintah Provinsi Lampung, dimana
pelapoaran pelaksanaan IPKD di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung masih
belum efektif pada penyusunan laporan keuangan daerah serta adanya
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keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pengukuran ini
juga dilakukan sebagai bentuk publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi

pemerintah daerah.

Sehingga peneliti ingin tahu lebih dalam proses pelaksanaan Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung, dengan menggunakan teori
Hulmer dan Turner. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk
menganalisis terkait dengan pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai instumen akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi

Lampung secara lebih mendalam.

2.3.4 Perinsip Keterbukaan dan Pertanggung Jawaban

Keterbukaan adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada ketersediaan

informasi yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan mencakup

ketersediaan informasi yang dapat diakses, diakui, dan dipahami oleh publik,

serta tersedia dalam format yang mudah diakses. Keterbukaan juga mencakup

kebebasan publik untuk mendapatkan informasi tanpa terkecuali dan tanpa

harus membayar biaya tertentu (Kamaliah, 2015). Adapun prinsip

keterbukaan sebagai berikut:

1. Informasi harus dapat diakses oleh publik secara mudah dan cepat.

2. Informasi harus dapat diakses oleh publik tanpa terkecuali.

3. Informasi harus dapat diakses oleh publik tanpa harus membayar biaya
tertentu.

4. Informasi harus dapat diakses dalam format yang mudah dibaca dan
dipahami.

5. Informasi harus dapat diakses dalam berbagai bahasa untuk memastikan
inklusi bagi semua masyarakat.

6. Informasi harus dapat diperbarui secara berkala untuk memastikan

keakuratan dan relevansi

Sedangkan, pertanggung jawaban adalah prinsip atau konsep yang mengacu

pada kewajiban seseorang atau institusi untuk memberikan jawaban atas
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tindakan atau keputusan yang diambil. Pertanggung jawaban mencakup

kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh

publik, serta kewajiban untuk menyediakan bukti atas tindakan yang diambil.

Pertanggung jawaban juga mencakup mekanisme untuk menerima dan

menangani keluhan atau kritik dari publik (Wardani & DKW, 2022). Adapun

prinsip pertanggung jawaban antara lain:

1. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus dapat diidentifikasi
dengan jelas.

2. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus dapat dihubungi
dengan mudah.

3. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus memberikan
jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh publik.

4. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus dapat menyediakan
bukti atas tindakan yang telah diambil.

5. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus dapat menyediakan
mekanisme untuk menerima dan menangani keluhan atau kritik dari
publik.

6. Institusi atau individu yang bertanggung jawab harus dapat memberikan
laporan tahunan atau laporan lain yang menjelaskan aktivitas dan hasil

yang telah dicapai

Mustofa (Wardani & DKW, 2022) Keterbukaan dan pertanggung jawaban
saling terkait dan sangat penting dalam pengelolaan informasi dan tindakan
oleh pemerintah, organisasi, atau individu. Keterbukaan menyediakan dasar
bagi pertanggung jawaban karena memberikan akses bagi publik untuk
mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau individu.
Pertanggung jawaban mengikuti dari keterbukaan karena memberikan
mekanisme bagi publik untuk mengevaluasi tindakan yang diambil dan
mengajukan pertanyaan atau keluhan.

Secara keseluruhan, keterbukaan dan pertanggung jawaban merupakan dua
prinsip yang saling melengkapi dan sangat penting dalam menjaga



26

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan

keputusan.

2.4 Tinjauan Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa inggris accountability yang berarti
keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas
menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian
informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial
kepada pihak—pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah harus dapat menjadi subyek atas pemberian informasi
dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu hak untuk mengetahui, hak
untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya (Rahima Br. Purba
& Azima Medina Amrul, 2017).

Mardiasmo (Rahima Br. Purba & Azima Medina Amrul, 2017) dalam bukunya
menyebutkan, “Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Secara
umum Akuntabilitas dipahami sebagai :

1) Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang
memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima
(satisfactory report).

2) Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit
kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibility).

3) Kewajiban membuktikan Kkinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan

(hukum, persetujuan atau kebiasaan).
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Mengacu pada pemahaman diatas, makajelas bahwa akuntabilitas memiliki
ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas
terkandung dimensi kepuasan daripara pihak (stakeholders) yang telah
memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan
bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai

dengan standard yang telah disetujui sebelumnya.

2.5 Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah
satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator
untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif,efisien,
transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.Untuk menilai kualitas
kinerja tata Kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran indeks

pengelolaan keuangan daerah.

Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri melakukan pengukuran
IPKD provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan
penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau sebutan lain melakukan
pengukuran IPKD kabupaten/kota. Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan,penyerapan anggaran, dan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.
Adapun uraian tugas dalam Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi
Lampung. Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dengan

tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggran
1) Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
2) Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
3) Kesesuaian nomenkalatur program KUA-PPAD dan APBD
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4) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS
5) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD:

1) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar minimal 20%
dari APBD

2) Alokasi jumlah belanja untuk urusan Kesehatan sebesar minimal 10%
dari APBD di luar gaji

3) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi
dana transfer minimal 25% dari dana transfer umum

4) Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal

. Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimensi transparasi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:
1) Ketetapan waktu

2) Keteraksesan

Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan

terhadap beberapa dokumen yaitu:

1) Informasi Ringkasan Dokumen RKPD

2) Informasi Kebijakan Umum Anggaran

3) Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran

4) Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD

5) Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD

6) Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD

7) Informsi Peraturan Daerah tentang APBD

8) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

9) Informasi Ringkasan DPA SKPD

10) Informasi DPA PPKD

11) Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
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12) Informasi Realisasi Belanja Daerah

13) Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah

14) Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD

15) Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

16) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD

17) Informasi Ringkasan RKA Perubahan

18) Informasi Rencana Umum Pengadaan

19) Informasi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

20) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi

21) Informasi Laporan Arus Kas

22) Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD

23) Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD

24) Informasi Neraca

25) Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

26) Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

27) Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah
Daerah;

28) Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD

29) Informasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Penyerapan Anggaran.
5. Kondisi Keuangan Daerah.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengukuran IPKD Provinsi Lampung dilakukan dengan menggunakan data
yang bersumber dari: Bappeda terkait dokumen RPJIMD dan RKPD, BPKAD
Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD, Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD,
dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dari hasil reviw pengukuran, IPKD
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Provinsi Lampung masuk kedalam Klaster APBD Sedang dengan kategori
predikat B (Perlu Perbaikan) hal ini telah masuk semua dalam penginput semua
dokumen pada 6 Dimensi pengukuran IPKD yang ditandai dengan tanda
Kuning. Penginputan IPKD untuk Provinsi Lampung telah dilaksanakan mulai
dari dimensi 1 sampai dengan 6 secara maksimal dan telah dilakukan
pengukuran oleh Badan Strategi Keuangan Daerah, Kemendagri.

Pada SK tersebut Gubernur Provinsi Lampung juga memutuskan tentang

pembentukan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam

melaksanakan tugasnya tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan

bertanggungjawab kepada Gubernur sebagaimana tercantum dalam keputusan

yang mempunyai tugas pokok sebagai berkut:

1. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel dalam periode tertentu

2. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

3. melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota; dan

4. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam
mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel.

Adapun susunan personalia tim pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pengarah, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

2. Ketua Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

3. Wakil Ketua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

4. Sekretaris, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov.
Lampung

5. Anggota kerja, antara lain:
1) Sekretaris Inspektorat Provinsi
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2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Prov. Lampung

3) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Prov.Lampung

4) Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Prov.Lampung

5) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

6) Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Startegis Daerah pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

7) Kepala Bidang Penerapan lImu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

8) Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

9) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

10) Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

11) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

12) Kepala Sub Bidang Kerjasama Riset pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

13) Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

14) Kepala Sub Bidang Sosial Budaya danPemberdayaan Masyarakat pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

15) Kepala Sub Bidang Kebijakan Strategis dan Sida pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

16) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
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17) Kasubbid Perencanaan Makro Bidang Perencanaan Makro,
Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung

18) Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian |1l pada Badan
Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung

19) Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Bidang
Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

20) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

21)Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

22) Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung

23) Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi

24) Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi

25) Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

26) Fungsional Perencana pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Lampung

27) Analisis Data Ekonomi Makro pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

28) Analisis Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

29) Analis Perencanaan pada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan
Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung

30) Verifikator Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
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31) Analis Keuangan pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis menentukan

langkah-langkah secara sistematis dari segi konsep maupun teori. Penulis

menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam

menyelesaikan penelitian ini.

digunakan oleh peneliti sebagai referensi.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang

No.

Judul

Hasil

Perbedaan/Kesamaan
Penelitian

Analisis Transparasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah: Studi Empiris
Pada Pemerintahan
Daerah Kab/Kota di
Provinsi Lampung.
(Nurhadianto &
Khamisah, 2019)

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Nurhadianto
& Khamisah, menunjukkan
bahwa rata-rata tingkat
transparansi pengelolaan
keuangan di pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi
Lampung masih dalam
kategori sedikit (Scant or
None) atau tidak cukup
transparan. Hal ini
menunjukkan bahwa
transparansi belum menjadi
prioritas bagi pemerintah
daerah di Provinsi Lampung.

Perbedaan yang ada
pada penelitian ini
yaitu, peneliti ingin
mengetahui terkait
pelaksanaan IPKD
yang merupakan
sebuah instrumen
Pengukuran
Akuntabilitas
Keuangan Daerah
khususnya di
Pemerintah Provinsi
Lampung.

Analisis Penerapan
Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah (S-IPKD) pada
Pemerintahan Provinsi
Bali. (Suryaningrat &
Utama, 2018)

Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Suryaningrat
d.k.k menunjukkan bahwa
penerapan SIPKD pada
Pemerintah Provinsi Bali
adalah efektif. Kualitas
sistem, kualitas informasi,
kualitas pelayanan dan
kualitas SDM secara
langsung berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan
pengguna SIPKD pada
Pemerintah Provinsi Bali.
Kualitas sistem, kualitas

Perbedaan pada
penelitian ini yaitu,
peneliti ingin
mengetahui penerapan
IPKD yang merupakan
sebuah Instrumen
Akuntabilitas
Keuangan Daerah.
Selain itu perbedaan
lainnya ada pada judul
dimana penelitian yang
dilakukan dalam
peneliti ini yaitu ingin
mengetahui dan
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informasi, kualitas pelayanan
dan Kepuasan Pengguna
berpengaruh positif
signifikan terhadap manfaat
bagi organisasi. Kualitas
sistem, kualitas informasi
dan kualitas pelayanan secara
tidak langsung berpengaruh
signifikan terhadap manfaat
bagi organisasi melalui
kepuasan pengguna.

menganalisis
pelaksanaan IPKD
dalam Instrumen
Akuntabitas Keuangan
daerah pada
Pemerintah Provinsi
Lampung

Analisis Kondisi
Keuangan Pemerintah
Daerah di Indonesia
Sesuai Peraturan
Menteri dalam Negeri
19 Tahun 2020
Tentang Pengukuran
Indeks Pengelolaan
Keuangan Derah (Studi
Premaritah Daerah di
Jawa Tengah periode
2011-2015) (Laksana
Ambar Kusuma,2021)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
pemerintah kabupaten
dengan rata-rata IKK
tertinggi adalah Jepara dan
pemerintah kota dengan rata-
rata IKK tertinggi adalah
Magelang. Sedangkan rata-
rata IKK terendah adalah
Purbalingga untuk
pemerintah kabupaten dan
Kota Tegal untuk pemerintah
kota.

Perbedaan yang ada
didalam penelitian ini
yaitu peneliti ingin
mengetaui dan
menganalisis hasil dari
penerapan IPKD dalam
Instrumen
Akuntabilitas
Keuangan Daerah.
Kemudian lokasi
penelitian juga berbeda
dimana peneliti
melakukan penelitian
di Pemerintah Provinsi
Lampung.

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan
Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Kuangan Daerah salah satunya yaitu Analisis
Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintahan
Daerah Kab/Kota di Provinsi Lampung. Secara keseluruhan, kabupaten/kota di
Provinsi Lampung memiliki tingkat transparansi yang cukup rendah. Hasil
pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget
Index (OBI) menunjukkan, pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada
dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient) karena memiliki indeks di
bawah 20%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi
Lampung masih belum terbuka terhadap informasi di website terkait
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat

transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa
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Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang cukup banyak.

Penelitian lain yang relevan berjudul yakni Analisis Penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S-IPKD) pada Pemerintahan
Provinsi Bali yang dilakukan oleh Suryaniangrat. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan diperoleh bahwa penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi
Bali sudah efektif.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dengan
penelitian penulis tentu memiliki persamaan maupun perbedaan adapun yang
menjadi persamaan adalah ingin menganalisis penerapan dari indeks
pengelolaan keuangan daerah sedangkan yang menjadi perbedaan ialah
indikator yang digunakan dimana peneliti menggunakan indikator teori
menurut David Hulme & Mark Turner dalam proses akuntabilitas Keuangan
Daerah di pemerintahan Provinsi lampung, dan juga lokus penelitian yang

berbeda yakni di Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

Urgensi terkait penelitian tentang peneraparan kebijakan indeks pengelolaan
keuangan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada
Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib
dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan
pada saat ini Provinsi Lampung masih belum menjalankan amanat UU tersebut

dalam pengelolaan keuangan daerah.
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2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yag mencerminkan
keterkaitan antara variable yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk
memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang
berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Adapun Kerangka

berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian sebagai berikut:

daerah dalam penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah

;

[ PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang }

[ Kurang efektiv, efisien dan transparan terhadap akuntabiltas keuangan }

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaporan IPKD

T

[ Pelaksanaan Pengukuran IPKD Kabupaten } [ Pelaksanaan Pengukuran IPKD Provinsi 1

[ Pemerintah Daerah Melakukan Penginputan

yang dilakukan oleh Provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri

[ Pengumuman Hasil IPKD oleh Kemendagri ]

/Indikator teori David Hulme & Mark Turner: \
Legitalisasi Para Pembuat Kebijakan

Keberadaan Moral yang Memadai __L, Optimalisasi Pelaksan_agn IPKD sebagai
Kepekaan Instrumen Akuntgbllltas Keuangan
Keterbukaan Daeerah oleh Pemerintah Prov. Lampung

Pemanfaatan sumber daya secara Optimal
Upaya Peningkatan Efisensi & Efektifitas /

/.0’.0".#9’!\’!4

Gambar 2 Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2022



I11.  METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-
fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh
dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan
terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting
yang alamiah (Walidin et al., 2020). Metode yang digunakan pada penelitian ini

adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Menurut (Sugiyono, 2015) metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu,
dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk
membuat deskripsi, atau gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fenomena yang diselidiki tetapi tidak melakukan pengujian

hipotesis.

Tujuan penelitian kualitatif agar dapat menguraikan fenomena mungkin lebih
dalam dengan mengumpulkan data terdalam, yang dapat menunjukkan
pentingnya kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Semakin dalam dan
detail menggali data semakin jelas kualitas penelitian. Dalam penelitian
kualitatif, pandangan partisipan dikaji melalui strategi interaktif dan juga

fleksibel yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial yang terjadi.
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Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berharap
dapat menghasilkan suatu penjelasan mendalam mengenai tulisan, ucapan, dan
tingkah laku yang dapat diamati dari suatu masyarakat, kelompok, individu,
organisasi tertentu yang dikaji dalam sudut pandang komprehensif, utuh, dan
holistik. Guna mendapat hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan data
dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya
dengan teori yang ada agar mendapat hasil komprehensif berkaitan dengan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai Imstrumen Pengukuran

Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian didefinisikan sebagai batas masalah pada penelitian kualitatif.

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus yang berisi mengenai pokok

masalah umum. Fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain terkait

situasi sosial. Fokus ditentukan berdasar pada kebaruan informasi yang
dikumpulkan dari lapangan. Kebaruan informasi dapat diupayakan dengan

memahami situasi sosial secara lebih luas dan mendalam (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini memiliki fokus mengenai:

1. Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang
merupakan sebuah Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah di
Pemerintah Provinsi Lampung. Peneliti menggunakan teori Humer &
Turner yang terdapat 6 Indikator yaitu :

1) Legitalisasi Para Pembuat Kebijakan

Suatu Tindakan perbuatan hukum yang berlaku atau sebuah peraturan
hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat. Dalam hal ini apakah
ada sebuah regulasi yang mengatur terkait Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah.
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2) Keberadaan Moral yang Memadai
Terkait keberadaan moral, kualitas moral harus menekankan pada
penerapan nilai-nilai kebaikan dalam penyelenggaraan pemerintah agar
tidak terjadinya penyelewengan. Dalam hal ini dapat dikembangkan
melalui:
Pelatihan Khusus bagi para pegawai maupun organisasi pemerintahan
tersebut
. Sosialisasi dalam pelaksanaan Kebijakan Tersebut

Rapat Koordinasi antar OPD maupun stakeholder yang terkait

3) Kepekaan

Kepekaan atau responsivitas sangatlah penting dalam penerapan
akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Responsivitas ini
juga berkaitan dengan, bagaimana organisasi tersebut mampu menjalankan

kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Keterbukaan

Keterbukaan erat kaitanya dengan kejujuran para aparat pemerintahan.

Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut

dapat diketahui oleh masyarakat. Keterbukaan dapat diwujudkan dengan:

1) Adanya layanan informasi public

2) Adanya laporan tahunan kegiatan organisasi pemerintahan

3) Para aparat Pemerintahan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang
berlaku

4) Mampu transparan terhadap semua bentuk kegiatan oraganisasi

pemerintahan

5) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal
Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan
akuntabilitas pada suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya antara lain:

1) Mendayagunakan seluruh kemampuan para aparat
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2) Mendayagunakan anggaran serta melaksanakan prasarana yang tersedia
dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat

6) Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas

Indikator ini mencerminkan prinsip orientasi pelayanan. Aspek efektif dan
efisiensi dapat dikembangkan dengan merancang kegiatan atau program
yang objektif serta sesuai dengan panduan dan mampu mencapai hasil
yang objektif dalam kinerja pemerinta serta memiliki standar yang jelas

sesuai dengan panduan yang berlaku.

2. Fokus penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan pelaksanaan IPKD
sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah

Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung, kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakaan
BAPPEDA dan BPKAD merupakan salah satu Instansi yang ikut serta dalam

pelaksanaan Pengukuran IPKD.

Sedangkan alasan peneliti mengambil BALITBANGDA Provinsi Lampung
sebagai tempat penelitian karena BALITBANGDA merupakan koordinator
pelaksanaan IPKD dan bertanggung jawab dalam mengukur pelaksanaan
IPKD bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Birokrasi-
birokrasi tersebut juga merupakan tim teknis dalam pelaksanaan IPKD, yang
kemudian akan menjawab terkait permasalahan yang ada di pemerintah
Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan IPKD sebagai Instrumen Pengukuran

Akuntabilitas Keuangan Daerah.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Data tidak akan mempunyai makna bagi penerima jika tanpa diproses, oleh
sebab itu data perlu diproses sebelum disajikan. Data dapat berupa situasi,
gambar, suara, huruf, bahasa, angka, matematika, atau simbol lainnya, dan kita
dapat menggunakannya sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek,
peristiwa, atau konsep (Danu & Pangestu, 2007). Jenis data yang digunakan pada
penelitian ini yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara peneliti
dengan informan. Data primer ini harus dilakukan pengolahan. Sumber data
ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Indrayani, 2020).
Data primer didapatkan peneliti dari lapangan secara langsung baik dengan
cara wawancara maupun hasil observasi dengan informan. Wawancara
kepada informan sudah ditentukan oleh panduan wawancara yang bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah
Provinsi Lampung. Sedangkan hasil observasi didapatkan dari pengamatan

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.
3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dapat diketahui sebagai data tambahan yang bersumber dari
dokumen tertulis dan digunakan peneliti sebagai informan pendukung pada
saat melakukan analisis primer. Data-data yang bisa digunakan sebagai
informasi  berupa profil Pemerintahan Provinsi Lampung, data
Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam melaksanakan instrument
Akuntabilitas Keuangan Daerah yakni IPKD, dokumentasi pelaksanaan
kegiatan, dokumentasi sarana dan prasaran. Semua data sekunder merupakan
data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang
diperoleh berupa data sekunder tidak perlu dilakukan pengolahan kembali.

Sumber data ini tidak serta merta memberikan data pada pengumpul data.



42

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini adalah
cara pengumpulan data menjadi bentuk susunan kata dan pernyataan. Pada
pelaksanaannya, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mengumpulkan data yang biasanya
dilakukan secara langsung melalui lisan dan tulisan guna mendapatkan
informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan dengan
metode tanya jawab secara tatap muka ataupun tidak dengan narasumber
wawancara, baik dengan maupun tanpa pedoman. Dalam pengumpulan data
melalui metode wawancara, peneliti ingin menggali informasi yang
berkaitan dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen
Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung.
Narasumber yang memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan
sebagai berikut:

Tabel 2 Informan Penelitian

Tanggal
No Informan Jabatan Tempat Tugas | Wawancara
1 Rusli Syofuan Sekertaris Balitbangda | BALITBANGDA | 10 Oktober
Provinsi Lampung 2022
2 Eliyati Kasubag Perencanaan BALITBANGDA 10 Oktober
Provinsi Lampung 2022

Kasubag Pengelolaan
Data & Sistem BPKAD

M. Nuruddin Informasi Keuanaan g 11 Oktober
3 Adhitama Putra g Provinsi 2022
Daerah Prov. Lampung
Lampung

4 M. Hermawan | 1casubag Kebijakan & BPKAD 12 Oktober
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Penyusunan APBD Provinsi Lampung 2022
Perencana Ahli Muda BAPPEDA
5 Catur Makhmudis | (Sub.Koor, Sub Provinsi 17 g)gztgber
Perencana Makro) Lampung
BAPPEDA
. . - 17 Oktober
6 | Radius Prawira Analisis Perencanaan Provinsi 2022
Lampung

Diolah: oleh Peneliti Tahun 2022

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui kegiatan
mengamati dan mencatat objek yang diteliti, sehingga berbagai faktor pada
pelaksanaan dapat terukur jelas dan terpantau. Selain itu, menggunakan
teknik observasi, peneliti berperan penting sebagai pengamat. Pengamatan
yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan pada tempat, pelaku dan
juga aktivitas yang dilakukan secara objektif. Lokasi observasi di lakukan di
BALITBANGDA Provinsi Lampung yang merupakan team sekaligus
Penilai dalam pelaksanaa IPKD untuk Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini
peneliti mengobservasi dengan menggambarkan masalah terkait Kebijakan
Inovasi Daerah di pemerintahan Provinsi Lampung, beberapa observasi yang
akan dilakukan di BALIBANGDA Provinsi Lampung antara lain, yaitu:
Table 3 Hasil Observasi

Hasil Observasi
No

Mengamati dan mengakses Sistem Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah

2 | Mengamati dan mengakses Aplikasi IPKD

3 | Mengamati dan mengakses Dashboard Penginputan IPKD

4 | Mengamati sarana dan prasarana yang ada

5 | Mengakses laman PPID Pemerintah Provinsi Lampung

Diolah: Peneliti Tahun 2022
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3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi berupa pengumpulan informasi yang didapatkan melalui
dokumen-dokumen berbentuk arsip maupun gambar yang berkaitan dengan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Akuntabilitas
Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini
teknik dokumentasi adalah arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan Pelaksanaan IPKD oleh BALITBANGDA Provinsi Lampung.

Table 4 Daftar Dokumen yang berkaitan dengan penelitian

Nama Dokumen
No.
1 Profil Pemerintahan Provinsi Lampung
5 SK Pendelegasian Tim IPKD Provinsi Lampung
3 SK Pelaksanaan IPKD oleh Perangkat Daerah
4 Halaman Dashboard Aplikasi Penginputan IPKD

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke
lapangan sampai pada akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang (subjek)
dalam rangka pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2012) Analisis
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Reduksi Data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan
proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses

ini berlangsung sepanjang penelitian.
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2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan

sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup
mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu

dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah konsep penting pada penelitian kualitatif.
Konsep ini merupakan pembaruan konsep dari konsep kesahihan (validitas)
dan keandalan (reliabilitas). Penentuan derajat kepercayaan pada penelitian
dilakukan berdasar standar yang digunakan dalam penelitian kualitatif, standar
itu disebut keabsahan data. Menurut (Sugiyono, 2015) uji keabsahan yang
digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu credibility
(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability
(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan uji credibility sebagai kriteria dalam menentukan keabsahan
data dalam penelitian.
3.7.1 Uji Credibility
Pada derajat kepercayaan mempertunjukkan kepercayaan dari berbagai hasil
penemuan melalui jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya.
Pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif mencakup pengamatan yang
diperluas, ketekunan yang ditingkatkan, triangulasi, diskusi dengan rekan
kerja, analisis kasus negatif, dan member check. Penentuan keabsahan data
pada penelitian kualitatif perlu memenuhi sejumlah persyaratan, seperti
pemeriksaan data dan kriteria. Kriteria sebagai penentu keabsahan data yang
digunakan penelitian ini, adalah derajat kepercayaan (credibility).
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Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan
cara mengamati secara detail dan berlanjut. Melalui peningkatan
ketekunan akan diketahui apakah data yang telah diperoleh salah atau
benar. Selain itu, meningkatkan ketekunan bisa mendeskripsikan data
yang akurat dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan dapat
dirangsang dengan kegiatan membaca berbagai referensi yang berkaitan

dengan penelitian.

Triangulasi Triangulasi didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan data
dengan cara penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada. Apabila data dikumpulkan oleh peneliti
menggunakan  triangulasi, maka peneliti  sesungguhnya telah
mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu
melakukan pengecekan kredibilitas data menggunakan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menurut (Sugiyono, 2015)
terdapat 3 cara triangulasi, yaitu triangulasi waktu, triangulasi teknik dan

triangulasi sumber.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengujian data dengan
cara triangulasi sumber yang dilakukan melalui wawancara, observasi
dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguiji
kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data yang sudah
didapatkan melalui beberapa sumber. Wawancara berfungsi untuk
memenuhi data primer yang tidak didapatkan melalui observasi.
Observasi berfungsi untuk melihat dengan langsung kondisi yang terjadi
pada pelaksanaan di lokasi. Sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai
penunjang data pada penelitian. Triangulasi sumber merupakan sebuah
teknik pengujian data serta mencari informasi data yang sama antara
informan satu dan lainya. Data dari informan akan dikomplikasikan
dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki kesamaan

informasi. Informan tersebut berasal dari Tim Pelaksana IPKD Provinsi.
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3.7.2 Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif,
validitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya
kedalam populasi penelitian dimana sampel tersebut diambil. Pada dasarnya,
transferability adalah validitas eksternal penelitian. Tujuan dari transformasi
ini adalah untuk membantu orang lain memahami hasil penelitian. Peneliti
perlu memberikan penjelasan yang detail, jelas, sistematis, dan terpercaya

saat membuat laporan.

3.7.3 Uji Dependability
Pada penelitian kualitatif, dependability juga disebut reliabilitas. Suatu
penelitian yang reliabel adalah jika orang lain mampu mereplikasi proses
penelitian tersebut. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit
terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses ini dilakukan oleh
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam

melakukan penelitian.

3.7.4 Uji Confirmability
Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability disebut juga dengan uji
objektivitas dalam penelitian. Penelitian yang objektif bila hasil penelitian
tersebut telah disepakati banyak orang. Dalam uji confirmability berarti
mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Uji
konfirmabilitas dapat diperoleh dengan persetujuan dari beberapa orang,
termasuk dosen pembimbing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus

penelitian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2

Berdasarkan hasil penelitian terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

(IPKD) sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah

Provinsi Lampung maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan
komitmen anggaran yang cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip
akuntabilitas keuangan daerah melalui berbagai upaya yang dilakukan
dengan melaksanakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Terdapat beberapa keterbukaan salah satunya dengan pemberian informasi
keuangan daerah yang dilakukan melalui layanan SIPPKAD, dan
pemerintah Provinsi Lampung juga telah berusaha untuk mendayagunakan
sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat hal
ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur terkait tim
pelaksana IPKD Provinsi Lampung.

Hambatan dalam pelaksanaan IPKD yakni ada pada saat penginputan data
melalui aplikasi IPKD yang sering mengalami masalah teknis. Dengan
adanya pengukuran ini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi

Lampung sendiri menjadi lebih terarah, teratur dan jauh lebih transparan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksaan Indeks Pengelolaan

Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan Instumen Akuntabilitas Keuangan

Daerah di pemerintah Provinsi Lampung antara lain:

1.

Sebelum dilakukan penginputan pada aplikasi agar dilakukan simulasi
internal antar perangkat daerah yang mengampu IPKD, untuk menghasilkan
skor dan katagori sangat baik.

Perlu adanya pembaharuan sistem aplikasi pada laman IPKD sehingga hal
ini dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam tahap pelaporan

maupun penginputan.
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3. Sebaiknya sinkronisasikan antara perencanaan dan anggaran keuangan
daerah sehingga Provinsi Lampung sendiri diharapkan mendapat predikat
sangat baik dan menjadi acuan untuk perangkat-perangkat daerah yang ada
di indonesia serta dapat mendapatkan reward ada.

4. Agar dilakukan Penelitian terkait Akuntabilitas Keuangan Daerah di
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Instrumen IPKD dari segi
Akuntabilitas Politik dan Akuntabilitas Sosial.
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